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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis sampaikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a)       Pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan endorsement 

berdasarkan Pasal 21 ayat (1) butir e UU PPh adalah tidak tepat, 

karena ketidaksesuaian antara kegiatan yang dimaksud dalam butir 

e dengan kegiatan endorsement yang dilakukan. Oleh karenanya, 

pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan endorsement lebih 

tepat menggunakan Pasal 21 ayat (1) butir a UU PPh yang 

memiliki cakupan objek pajak penghasilan yang lebih luas. Pasal 

21 ayat (1) butir a UU PPh tidak menyebutkan secara jelas bahwa 

endorser termasuk dalam cakupan tersebut, namun dengan 

dilakukannya ekstensifikasi terhadap penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun yang diterima Wajib Pajak, maka penghasilan dari 

kegiatan endorsement dapat dikenakan Pasal 21 ayat (1) butir a UU 

PPh.  

Setiap Wajib Pajak, tidak terkecuali anak dan istri wajib 

membayar pajak atas penghasilan dari kegiatan endorsement yang 

diperolehnya sebagai wujud baktinya kepada negara. Penghasilan 

anak dan istri digabung dan dilaporkan oleh suami sebagai kepala 

keluarga berdasarkan Pasal 8 UU PPh. Hal ini mengakibatkan tidak 

ada alasan bagi anak dan istri untuk mengelak membayar pajak.  

 

b)       Perumusan peraturan yang berisi pengertian dan kriteria 

kegiatan endorsement diperlukan untuk memudahkan database 

milik DJP dalam memantau sumber penghasilan endorser. 

Perumusan peraturan tersebut juga diperlukan sebagai bentuk 
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penegasan bahwa penghasilan yang diperoleh dari kegiatan 

endorsement merupakan objek pajak penghasilan. Penulis 

mengkritisi perumusan peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan 

Dirjen Pajak, bukan dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak. Menurut 

penulis, Peraturan Dirjen Pajak memiliki daya mengikat yang lebih 

besar karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan 

Keputusan Dirjen Pajak. Selain dirumuskan dalam bentuk 

Peraturan Dirjen Pajak, pengertian dan karakteristik serta 

penegasan kegiatan endorsement sebagai objek pajak penghasilan 

dapat pula dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang 

pengaturannya disatukan dengan kegiatan e-commerce. Namun 

demikian, perumusan dalam bentuk undang-undang dirasa kurang 

tepat mengingat kebutuhan akan pemungutan pajak penghasilan 

dari kegiatan endorsement yang harus segera diatur. 

Penggunaan sistem pemungutan pajak withholding tax system 

yang dikombinasikan dengan self assessment system akan 

ditegaskan kembali dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut. 

Penggunaan withholding tax system nampak dalam penghitungan, 

pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan endorser yang 

diperoleh dari kegiatan endorsement oleh pihak ketiga. 

Penggunaan withholding tax system akan memastikan pajak 

penghasilan yang telah dipungut dari kegiatan endorsement masuk 

ke kas negara. Sementara itu, penggunaan self assessment system 

nampak pada pelaporan SPT oleh Wajib Pajak. 

DJP menuturkan penghitungan pajak penghasilan yang 

diperoleh dari kegiatan endorsement dapat menggunakan tarif 1% 

dan bersifat final seperti yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 

2013. Penggunaan tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

ketaatan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan 

endorsement dan sebagai sarana edukasi seputar pajak penghasilan 

bagi Wajib Pajak. Namun demikian, menurut penulis penggunaan 
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tarif 1% dan bersifat final akan menimbulkan ketidakadilan dalam 

pemungutan pajak penghasilan. Tarif 1% yang digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak penghasilan terutang dari kegiatan 

endorsement dapat dikatakan sebagai suatu bentuk diskriminasi 

terhadap Wajib Pajak lainnya yang tidak memperoleh penghasilan 

dari kegiatan endorsement. Hal ini dikarenakan penghitungan 

besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak yang 

tidak memperoleh penghasilan dari kegiatan endorsement tunduk 

pada tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Tarif dalam Pasal 

17 UU PPh sendiri memiliki beberapa lapisan PPh terutang, 

sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar tentu lebih besar 

daripada pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif 1%. 

 

c)       Kendala utama dalam pemungutan pajak penghasilan dari 

kegiatan endorsement sampai dengan saat ini adalah kurang 

efektifnya sumber daya yang dimiliki DJP dan kurangnya 

kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. 

Database milik DJP yang belum mutakhir menimbulkan efek 

domino terhadap pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan 

endorsement. Hal tersebut cukup memberikan pengaruh terhadap 

kinerja AR dalam melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak 

yang menjadi tanggungjawabnya. Disamping kinerja AR yang 

belum optimal, database DJP belum mampu mengolah dan 

menampung data Wajib Pajak yang dikumpulkan oleh AR. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh DJP dalam rangka 

mengatasi kendala database adalah dilakukannya pengalokasian 

dana anggaran ke Kementerian Keuangan yang kemudian 

disalurkan ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP oleh 

pemerintah. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk membangun 

database yang lebih mutakhir agar dapat mengolah dan 

menampung data Wajib Pajak. Sementara itu, upaya yang dapat 
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dilakukan oleh DJP untuk mengatasi kinerja AR yang belum 

optimal adalah dengan menyelenggarakan pelatihan teknis pajak 

dasar secara rutin, artinya tidak hanya dilakukan satu kali saja.   

Dalam mencegah Wajib Pajak menyembunyikan harta 

kekayaannya, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2017 dan KARTIN1. Menurut penulis, kedua hal tersebut 

merupakan alat penunjang yang dapat digunakan oleh DJP untuk 

memungut pajak penghasilan Wajib Pajak. Namun demikian, 

kedua hal tersebut tidak akan terasa manfaatnya apabila Wajib 

Pajak tidak bersikap kooperatif. Upaya yang dapat dilakukan oleh 

DJP untuk mengantisipasi sikap tidak kooperatif dari Wajib Pajak 

tersebut adalah memberlakukan denda yang dihitung dari 

penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Wajib Pajak melakukan perlawanan aktif untuk menghindari 

pemerintah mengetahui sumber dan besar harta kekayaannya 

karena adanya kepentingan pribadi. Perlawanan aktif lainnya yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak adalah tidak melaporkan SPT. 

Pemberlakuan platform e-filling diharapkan dapat membantu 

Wajib Pajak untuk taat melaporkan pembayaran pajak karena 

kemudahan dalam pengisian SPT.  

Pemungutan pajak penghasilan yang efektif tidak hanya 

diusahakan oleh DJP saja, namun juga harus didorong oleh adanya 

kesadaran Wajib Pajak untuk taat pajak. Endorser yang pajak 

penghasilannya telah disetorkan oleh pihak ketiga wajib 

melaporkan SPT sebagai bentuk terlaksananya kepatuhan Wajib 

Pajak. Pada akhirnya, pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak 

akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang 

hasilnya tidak dapat langsung dirasakan oleh warga negara. 

Menurut penulis, sosialisasi yang diberikan oleh DJP di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama kurang efektif karena pada 
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kenyataannya tidak semua Wajib Pajak memiliki tingkat 

pengetahuan dan ketaatan pajak yang sama, dan cenderung rendah.  

 

B. Saran 

Setelah meneliti mengenai permasalahan hukum yang terjadi dalam 

pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan endorsement, menurut penulis 

terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak 

penghasilan dari kegiatan endorsement, yakni: 

a)     Penulis ingin menyarankan beberapa hal terkait dengan 

penerapan Pasal 21 Ayat (1) butir a UU PPh, yaitu: 

 Dilakukannya edukasi tentang peraturan perpajakan dan 

pentingnya taat pajak pada masyarakat, khususnya Wajib 

Pajak yang melakukan kegiatan endorsement oleh DJP di 

lembaga pendidikan formal dan informal; dan 

 Dilakukannya sosialisasi oleh DJP mengenai penghasilan 

yang diperoleh anak dan istri dari kegiatan endorsement 

digabung dan dilaporkan oleh suami sebagai kepala keluarga 

sebagai satu kesatuan ekonomis. 

 

b)      Terkait dengan pengaturan pajak pengahasilan yang diperoleh 

dari kegiatan endorsement, penulis menyarankan beberapa hal 

berikut:  

 Segera menerbitkan aturan yang terkait dengan kegiatan 

endorsement dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat; 

 Tidak mengatur pemungutan pajak penghasilan dengan 

menggunakan tarif 1% dan bersifat final untuk menghitung, 

memotong, dan menyetorkan pajak penghasilan endorser. 
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c)      Berikut adalah beberapa saran yang mungkin dapat 

dipertimbangkan oleh DJP dalam mengatasi kendala-kendala 

pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan endorsement: 

 Bersikap tegas terhadap Wajib Pajak yang melakukan 

perlawanan pajak misalnya dengan memberlakukan denda; 

 Rutin dilaksanakan pelatihan teknik pajak dasar terhadap 

AR dan dilakukannya mutasi sebagai upaya terakhir apabila 

kinerja AR yang bersangkutan masih belum optimal;  

 Gencar dilakukannya jemput bola oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama di lembaga pendidikan formal dan informal 

serta manajemen endorse; dan 

 Melakukan kerjasama dengan Kementarian Komunikasi dan 

Informatika untuk diadakannya proses perizinan dalam 

penerbitan promosi endorsement di media sosial. Misalnya 

sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak ketiga 

belum melakukan pemotongan pajak penghasilan, maka 

unggahan endorser tersebut dapat diblokir oleh Kementarian 

Komunikasi dan Informatika. 

Pemungutan pajak penghasilan yang efektif tidak hanya 

memerlukan peran pemerintah saja, melainkan juga peran Wajib 

Pajak. Berikut adalah beberapa saran yang ditujukan kepada 

endorser sebagai Wajib Pajak: 

 Wajib berpartisipasi dalam program KARTIN1 dan program 

lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya 

pemungutan pajak penghasilan; dan 

 Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 
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